Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah by Machmud, Senen
 
 
KAJIAN PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER 
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
 
Senen Machmud 






Corporate social responsibility scheme is a private sector activity as a form of social 
responsibility to the community and the surrounding environment. In this case, the form 
of the government's role continues to be developed to improve the effectiveness of the 
implementation of corporate social responsibility so that it aligns with the regional 
development agenda without too much intervention to the internal problems of the 
company. Corporate social responsibility scheme is expected as an alternative to the 
provision of infrastructure that have hampered its development as a result of the limited 
availability of funds . Infrastructure development should be able to be done in detail by 
combining multiple patterns of development financing given any financing scheme has 
disadvantages of each, by combining several financing scheme is expected to reduce the 
slowdown in construction due to constrained financing. 
 
 





Skema corporate social responsibility merupakan kegiatan pihak swasta sebagai 
salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya. Dalam hal ini, bentuk peran pemerintah masih terus perlu 
dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan corporate social 
responsibility sehingga sejalan dengan agenda pembangunan daerah tanpa 
intervensi terlalu jauh terhadap masalah internal perusahaan. Skema corporate 
social responsibility tersebut diharapkan sebagai salah satu alternative untuk penyediaan 
infrastruktur yang selama ini terhambat pembangunannya akibat dari keterbatasan 
penyediaan biaya. Pembangunan infrastruktur harus mampu dilakukan secara mendetail 
dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan pembangunan mengingat setiap 
pola pembiayaan memiliki kelemahannya masing-masing, dengan mengkombinasikan 
beberapa pola pembiayaan diharapkan mampu mengurangi pelambatan pembangunan 
akibat terkendala pembiayaan. 
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Pola pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah masih mengandalkan anggaran 
yang bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Pemerintahan masih 
mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengatasi keterbatasan 
dana pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah belum mampu 
dalam hal keuangannya. Sistem alokasi penyusunan anggaran pembangunan 
menggunakan sistem incrementalism system dan line item yaitu alokasi anggaran 
pembangunan yang diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan berdasarkan besaran 
anggaran yang digunakan tahun lalu dimana teknis penggunaannya diserahkan pada 
instansi bersangkutan.  
 
Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi  yang sangat dinamis, dengan jumlah penduduk 
yang sangat besar mencapai lebih dari 44 juta jiwa pada tahun 2012. Kecenderungan 
semacam ini tentunya menuntut penyediaan dana pembangunan yang sangat besar dalam 
rangka  menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Untuk itu diperlukan investasi yang sangat besar 
di berbagai bidang seperti  investasi di bidang infrastuktur pengadaan sarana dan 
prasarana untuk kepentingan umum dan  kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan 
pelayanan dasar baik pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 
sosial  maupun pelayanan dasar lainnya. Hal ini sejalan  dengan kebijakan 
pembangunan Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang dimana akan lebih menekankan 
pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia Jawa Barat; pengembangan 
kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat; 
peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; pengendalian keseimbangan 
daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance).  
 
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
kebutuhan pendanaan pembangunan di Jawa Barat, maka Pemerintah Daerah 
Jawa Barat  dapat meningkatkan peran serta masyarakat, kalangan dunia usaha, 
dan organisasi non-pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan di Jawa 
Barat, pemerintah berupaya mengoptimalkan kegiatan berbagai pemangku 
kepentingan (stakeholders) pembangunan dengan meggunakan sumber-sumber 
pendanaan yang tidak termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  (non-APBD) dan Anggaran Pendapatan Negara (non-APBN)  terutama 
berasal dari kalangan dunia usaha dan  perbankan, serta  memanfaatkan penanam 
modal dari luar negeri (PMA). 
 
Penggunaan dana pembangunan khususnya yang bersumber dari masyarakat disamping 
sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional, juga bertujuan untuk 
mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya pembangunan prasarana 
umum agar turut menanggung biayanya. Hal ini tentunya dapat memberikan manfaat 
ganda bagi pemerintah daerah dimana selain dapat mengatasi keterbatasan dana 
pembangunan, juga dapat membuat masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara 
setiap pembangunan yang dilakukan karena dana yang digunakan sebagian berasal dari 
mereka, yang tentunya tidak ingin merusak infrastruktur yang dibangun dengan 
menggunakan sebagian dana dari mereka. 
 
Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, pemerintah perlu 
berupaya untuk memperkuat sisi regulasi dan kelembagaan lembaga keuangan, 
 
 
termasuk di dalamnya lembaga perbankan dan non-perbankan.  Untuk itu, 
peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan 
berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui 
skema skema Corporate Social Responsibility (CSR). 
 
Skema CSR merupakan kegiatan pihak swasta sebagai salah satu bentuk 
tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal 
ini, bentuk peran pemerintah masih terus perlu dikembangkan dalam 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sejalan dengan agenda 
pembangunan daerah tanpa intervensi terlalu jauh terhadap masalah internal 
perusahaan. Skema CSR tersebut diharapkan sebagai salah satu alternative untuk 
penyediaan infrastruktur yang selama ini terhambat pembangunannya akibat dari 
keterbatasan penyediaan biaya. Pembangunan infrastruktur harus mampu dilakukan 
secara mendetail dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan pembangunan 
mengingat setiap pola pembiayaan memiliki kelemahannya masing-masing, dengan 
mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan diharapkan mampu mengurangi 
pelambatan pembangunan akibat terkendala pembiayaan. 
 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk 
melakukan penelitian mengenai Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social 
Responsibility Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah. Sedangkan 
rumusan masalah adalah sebagai berikut; bagiamana sumber- sumber dana pada 
CSR di Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah untuk mengoptimalkan 
sumber pendanaan CSR dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. 
 
Sehingga dengan adanya penelitian  ini dapat berguna sebagai bahan pengembangan teori 
atau keilmuan yang diuji, dan dapat dijadikan barometer dalam pengembangan kebijakan 




Persfektif Tentang Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 
Kumalahadi  (2000:  59)  menyatakan  pertanggungjawaban  sosial  bukanmerupakan 
fenomena yang baru, tetapi merupakan akibat dari semakin meningkatnya isu  lingkungan  
a. Basic Responsibility  
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di  akhir  tahun  1980-an.  Pertanggungjawaban  sosial  merupakan manisfestasi  
kepedulian  terhadap  tanggung  jawab  sosial  dari  perusahaan. 
Menurut Darwin  (2004)   pertanggungjawaban  sosial perusahaan  (Corporate  Social  
Responsibility  (CSR))  adalah mekanisme  bagi  suatu organisasi untuk secara sukarela 
mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial  ke  dalam  operasinya  dan  
interaksinya  dengan  stakeholders,  yang  melebihi tanggung  jawab  organisasi  di  
bidang  hukum.  Dengan  konsep  ini,  kendati  secara moral tujuan perusahaan untuk 
mengejar keuntungan adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak  dengan  sendirinya  
perusahaan  dibenarkan  untuk  mencapai  keuntungan  itu dengan mengorbankan 
kepentingan pihak-pihak lain.  
Dauman  dan  Hargreaves   dalam  Hasibuan  (2001)  membagi  areal tanggung jawab 
perusahaan dalam tiga level yang digambarkan sebagai berikut:  
 
 
Level  ini menghubungkan  tanggung  jawab  awal dari  suatu perusahaan  yang muncul 
karena keberadaan perusahaan  tersebut,  seperti: membayar pajak, mematuhi hukum, 
memenuhi  standar  pekerjaan  dan memuaskan  pemegang  saham.  Bila  pada level  ini  
tanggung  jawab  tidak  terpenuhi  maka  akan  timbul  dampak  yang  sangat serius.  
b. Organizational Responsibility  
Level  ini  menunjukkan  tanggung  jawab  perusahaan  untuk  memenuhi kebutuhan-
kebutuhan  stakeholder  seperti  pekerja,  konsumen,  pemegang  saham  dan masyarakat 
sekitar.  
 
32    Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship  Vol. 9, No. 1, April 2015, 29-44 
c. Societal Responses  
Level  ini menjelaskan  tahap  ketika  interaksi  antara  bisnis  dan  kekuatan  lain dalam  
masyarakat  yang  demikian  kuat  sehingga  perusahaan  dapat  tumbuh  dan berkembang  
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                                     Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kompetensi
 yang sesuai dengan profesinya. Kompetensi ini dalam Sidharta & Lusyana, (2014)
 merupakan konsep pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang merupakan 
pengejawantahan dari peraturan UU Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003, sehingga 
dengan memiliki kompetensi yang memadai akan dapat meningkatkan kemampuannya 
agar dapat memperoleh sumber pengahasilan yang memadai, dengan kata lain dapat 
meningkatkan penghasilannya. 
                                                                                                     Semangat  Comdev  ini
 dapat  diimplementasikan  dalam  persiapan-persiapan  pembentukan  usaha  baru 
baik  oleh  para  tenaga  kerja  terdidik  maupun  tidak  terdidik,  seperti  halnya 
pembentukan  jiwa  entrepreneur  di  kampus-kampus  (Sidharta  &  Sidh,  2013). 
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                                                                                    Hal ini sejalan dengan pembangunan
 daerah khususnya pelaku usaha kecil menengah (Machmud & Sidharta, 2013). Lebih
 lanjut bersadarkan pada pemetaan model bisnis di Kota Bandung yang dilakukan oleh
 Machmud & Sidharta (2014) dapat dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pada
 spesifikasi stategi bisnisnya berdasarkan konsep manajemen stategik dengan 
memanfaatkan dana CSR. Sehingga terdapat keselarasan antara pemberdayaanan 
masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai 
keterbatasan sumber modal dengan menanfaatkan dana CSR berdasarkan pemetaan 
strategi bisnisnya. Contohnya model pemberdayaan briket batu bara yang dapat 




Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni untuk membuat gambaran 
mengenai situasi atau fenomena. Nazir  (2010:55) menerangkan hubungan, menguji 
hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna implisit dari suatu masalah yang 
ingin dipecahkan.  
Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data, diantaranya:  
1. Studi Literatur 
Merupakan pengumpulan bahan referensi, acuan, dan identifikasi awal dalam 
kajian yaitu berupa kajian-kajian lainnya yang relevan, jurnal-jurnal baik 
yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan juga perundang-
undangan atau peraturan-peraturan pemerintah yang relevan dengan fokus 
kajian. 
2. Interview 
Metode wawancara mendalam (in-depth interview) dilaksanakan untuk lebih 
menggali informasi yang lebih detail dan mendalam dari output yang 
diinginkan. Format wawancara mendalam disiapkan dengan mengacu kepada 
kuesioner yang difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang 
membutuhkan pendalaman, vertifikasi, dan pendapat dari responden.  
 
Analisis Data 
Dalam kajian analisis yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif, dengan empat aspek utama, yaitu: 
1. Analisis kelembagaan dan stakeholders yang terlibat; 
2. analisis regulasi dan kebijakan; 
3. analisis bentuk pelaksanaan; dan 
4. analisis sumber dan pola pendanaan. 
 
PEMBAHASAN 
Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibilty 
Pembiayaan pembangunan memerlukan adanya upaya untuk mengidentifikasi 
kemampuan pendanaan yang melibatkan pemerintah maupun pihak swasta 
sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat bagi perencanaan 
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pembangunan jangka panjang menengah, maupun jangka pendek. Identifikasi 
tersebut hendaknya disertai dengan kebijakan fiskal yang akan diterapkan 
menurut jangka waktu perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, prioritisasi 
kegiatan pembangunan yang akan dilakukan hendaknya disusun berdasarkan 
identifikasi kemampuan tersebut. 
Sumber pembiayaan secara umum dapat dibagi menjadi sumber pembiayaan 
pemerintah dan swasta. Sumber pembiayaan pemerintah disebut juga dengan 
government resource envelope, sementara sumber dana pihak swasta merupakan 
semua sumber keuangan yang tidak berasal dari penerimaan pemerintah daerah 
yang tercantum di dalam APBD seperti dari pihak  perbankan, lembaga 
perasuransian dan  lembaga pembiayaan. Selain itu, pihak swasta dapat 
bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk menciptakan suatu kegiatan 
investasi atau pelayanan umum lainnya. Dalam hal ini sumber pendanaan tetap 
terbagi jelas antara pemerintah dan swasta. 
 
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang berjalannya roda ekonomi 
menjadi salah satu sasaran utama. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur 
diperkirakan akan sangat besar dan tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah 
sendiri. Pihak swasta diharapkan dapat berperan dalam pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang jelas mengenai pembagian 
peran pemerintah dan swasta dalam pemenuhan kebutuhan biaya investasi 
infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, kegiatan yang non-cost recovery dan 
mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya menjadi tanggung jawab 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan tersebut 
antara lain adalah pembangunan jalan terpencil, fasilitas keselamatan 
transportasi, sumber daya air, fasilitas pengolahan sampah dan sanitasi. 
Sementara infrastuktur lainnya yang dapat memberikan cost-recovery dapat 
diberikan kepada pihak swasta dengan jaminan tertentu dari pemerintah, seperti 
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Bappenas (2004) melalui kajian Pengembangan Lembaga Keuangan dan Investasi 
infrastruktur mengarahkan adanya alternative pembiayaan infrastruktur melalui 
pembentukan lembaga yang dapat memberikan fasilitas dan jaminan pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fasilitasi tersebut dinamakan fasilitas 
pembiayaan infrastruktur atau Infrastructure Financing Facilities (IFF) yang dapat 
menyalurkan dana secara langsung (direct funding) dengan menggunakan instrument 
ekuitas, senior dan subordinated debt, bantuan hibah, biaya jaminan resiko politik atau 
resiko lainnya (contingency support). Pihak-pihak yang terlibat dalam IFF adalah 
penyandang dana (funders), Pemerintah, pengelola proyek pembangunan infrastruktur, 
penanam modal dan investor, dan para pemberi pinjaman atau kreditur.  
 
Pihak-pihak yang terkait dalam Infrastructure Financing Facilities (IFF), adalah; pertama 
adalah pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek atau pembangunan infarstruktur 
dibutuhkan adanya jaminan atau garansi dari pemerintah yang menjadi pelengkap atau 
penguat bagi kreditor dalam pelaksanaan proyek yang akan dibiayai oleh lembaga 
pendanaan (funders). Jaminan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas siapa yang 
nantinya harus bertanggungjawab, jika terjadi keadaan yang tidak diharapkan atau 
persengketaan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga dana serta bunga yang 
dipinjamkan dapat dikembalikan setelah kontrak perjanjian pembiayaan proyek 
pembangunan infrastruktur selesai. Selain adanya jaminan, pemerintah juga dapat 
menciptakan suasana kondusif dalam melakukan pembangunan, khususnya dalam bidang 
infrastruktur seperti adanya reformasi kebijakan bidang ekonomi pada umumnya dan 
kebijakan dalam infrastruktur pada khususnya. 
 
Kedua adalah lembaga pendanaan (funders) yaitu sebagai penyedia dana lama  
pembangunan proyek infrastruktur, dimana dana yang diberikan diusahakan memiliki 
bunga rendah dan jangka waktu pengembalian cukup panjang yang akan dipinjamkan 
kepada kreditur dan juga pemerintah. Selain itu juga lembaga pendanaan memberikan 
garansi kepada pengelola proyek pembangunan infrastruktur dan kreditur bahwa lembaga 
pendanaan akan membiayai proyek pembangunan infrastruktur sesuai dengan 
kesepakatan. 
 
Ketiga adalah pengelola proyek yang berperan sebagai organisasi dalam hal, meneruskan 
pinjaman yang diberikan lembaga pendanaan kepada pemerintah terhadap proyek 
pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, mengakumulasikan keuntungan selama 
masa pengoperasian sesuai dengan perjanjian, menerbitkan sekuritas atau keamanan 
selama proyek berlangsung kepada investor, menyediakan garansi atau jaminan baik dari 
pemerintah maupun dari lembaga pendanaan yang akan diberikan kepada kreditur, dan 
 
 
juga menyediakan pendanaan untuk kepentingan studi kelayakan (feasible study) dalam 
perencanaan atau persiapan proyek pembangunan infrastruktur. 
 
Beberapa Negara berkembang yang telah menerapkan IFF antara lain adalah Pakistan, 
India, dan Kolombia. Keberhasilan IFF di Negara-negara tersebut antara lain disebabkan 
oleh kuatnya jaminan yang diberikan oleh pemerintah tanpa harus banyak campur tangan 
keterlibatan mereka, melalukan pembangunan infrastruktur secara transparan dan 
sistematis, dan mengalokasikan resiko pada pihak-pihak yang mempunyai keahlian dalam 
menanganinya. Untuk itu, beberapa upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk 
menjamin keberhasilan pelaksanaan IFF yaitu antara lain dengan meningkatkan 
lingkungan investasi sehingga menjadi lebih kondusif, stabilisasi lingkungan politik, 
meningkatkan kondisi ekonomi makro, memperkuat kebijakan lembaga keuangan, dan 
memperkuat konsep pembangunan infrastruktur yang akan dikembangkan. 
 
Selain prinsip cost recovery yang menjadi acuan sebuah badan usaha atau perusahaan 
swasta dalam menentukan kegiatan investasi, pihak swasta juga menentukan suatu 
kegiatan berdasarkan prinsip Good Governance. Dalam upaya menerapkan prinsip 
tersebut, pihak swasta secara langsung sebagai sumber dana utama, dengan atau tanpa 
melalui lembaga keuangan atau sumber dana sekunder, “menanamkan” modalnya pada 
kegiatan investasi yang berbentuk kapital sosial melalui kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu cara 
sebuah perusahaan untuk menyampaikankeperdulian mereka dalam meningkatkan 
kondisi masyarakat dan lingkungan dan sekitarnya. CSR merupakan kegiatan yang 
menyangkut nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kadidah dan keputusan hukum untuk 
menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. 
 
Konsep CSR ini telah dimulai pada tahun 1970an yang merupakan kumpulan norma-
norma dan kebijakan yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat dan lingkungan. 
Melalui ekonomi global dan persaingan bebas, peranan swasta semakin terbuka lebar 
terutama dengan berkurangnya peranan pemerintah di dalam perekonomian, tidak 
terkecuali dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat yang sebelumnya 
didominasi pemerintah mulai ditawarkan pihak swasta dengan peningkatan kualitas yang 
tentunya dikompensasikan dengan tingginya harga pelayanan tersebut. CSR merupakan 
bentuk tanggung jawab perusahaan di dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar, bukan saja tempat perusahaan beroperasi 
tetapi juga masyarakat di lingkungan sekitar, bukan saja tempat perusahaan beroperasi 
tetapi juga masyarakat dan lingkungan yang lebih luas lagi. Untuk itu CSR dapat 
dikategorikan dalam dua jenis kegiatan yang masing-masing kegiatan tersebut saling 
terkait satu sama lain, yaitu pertama CSR yang inklusif dengan proses atau operasional 
yang dilakukan atau diadopsi oleh perusahaan dan kedua adalah CSR yang tidak inklusif. 
 
CSR yang inklusif dengan proses atau operasional yang dilakukan atau diadopsi oleh 
perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang sudah ditetapkan oleh hukum karena 
pertimbangan norma-norma dan etika kemanusiaan maupun lingkungan. Sebuah 
perusahaan harus mengikuti peraturan mengenai kaidah-kaidah lingkungan, upah 
minimum, dan keselamatan kerja. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam konsep CSR. 
Perusahaan yang memakai proses pembuatan sebuah produk yang akan dipasarkan harus 
memilih proses secara teliti sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Selain itu, sebuah 
perusahaan harus mengolah limbah yang dihasilkan untuk dapat diolah dan menghasilkan 
limbah akhir yang tidak berbahaya. Apabila perusahaan gagal untuk mengikuti kaidah 
tersebut, maka dapat dibayangkan peletakan perusahaan di lingkungan tersebut akan 
mendegradasi lingkungan dan akhirnya tidak hanya membahayakan masyarakat 
sekitarnya tetapi juga masyarakat secara luas. Contoh lainnya adalah kebijakan 
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perusahaan untuk menggunakan tenaga lokal maupun produk lokal sebagai bahan 
intermidier atau bahan mentah. Penggunaan tenaga lokal dan produk lokal sangat 
membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan juga mengurangi 
kemungkinan terjadinya melebarnya perbedaan social ekonomian antara lingkungan 
perusahaan dan masyarakat sekitarnya yang akhirnya menimbulkan konflik sosial yang 
tidak diinginkan. 
 
CSR yang tidak inclusive di dalam proses atau operasional dalam menghasilkan produk 
tertentu dimunculkan karena adanya rasa tanggung jawab perusahaan dalam 
mengembangkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya atau pun masyarakat secara luas 
dengan cara mengesampingkan sebagian keuntungan perusahaan dan melakukan kegiatan 
sosial. Meskipun kegiatan CSR ini tidak inklusif ke dalam proses atau operasional 
perusahaan, kegiatan CSR dipertimbangkan sebagai salah satu kegiatan investasi 
perusahaan swasta tersebut, terutama kegiatan investasi dalam upaya membangun imej 
positif kepadal lingkungan dan masyarakat sekitarnya dan secara luas kepada pihak 
konsumer. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, CSR ini tidak akan memberikan 
keuntungan bagi perusahaan. Namun, CSR akan memberikan keuntuyngan perusahaan 
dalam jangka panjang. 
 
Implementasi Tanggungjawab  Sosial Perusahaan (CSR) 
Analisis pelaksanaan skema Coorporate Social Responsibility (CSR), sama 
seperti halnya dengan analisis pelaksanaan KPS, yang difokuskan kepada 
beberapa hal, diantaranya: 
a) Aspek regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan atau referensi baik dari sisi 
internal perusahaan maupun dari sisi pemerintah dan pihak eksternal lainnya; 
b) Aspek kelembagaan yang lebih menekankan kepada pihak-pihak yang terlibat 
selama ini dalam pelaksanaan CSR; 
c) Aspek implementasi CSR yang menggali pelaksanaan CSR untuk setiap 
badan usaha dengan karakteristik dan motivasi yang berbeda antar badan 
usaha dalam melakukan CSR; 
d) Aspek sumber dan pola pendanaan merupakan fokus berikutnya yang 
dilakukan dalam analisis skema Coorporate Social Responsibility. Selain 
menyoroti sumber pendanaan dalam pelaksanaan CSR juga mekanisme dan 
pola pendanaan yang dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan CSR. 
 
Analisis Regulasi dan Kebijakan Dalam Pelaksanaan CSR 
Regulasi dan kebijakan merupakan perturan yang dibuat untuk lebih 
mengoptimalkan pelaksanaan CSR supaya tepat sasaran serta sesuai dengan visi 
dan misi perusahaan. Terdapat 2 kebijakan yang selama ini menjadi acuan dalam 
pelaksanaan CSR, yaitu kebijakan yang berasal dari internal perusahaan dan juga 
kebijakan serta regulasi yang berasal dari pemerintah. Kebijakan yang 
dikeluarkan perusahaan terkait dengan pelaksanaan CSR dalam implementasinya 
dijadikan sebagai acuan, sehingga pelaksanaan CSR sesuai dengan tujuan yang 
telah direncanakan.  
Secara umum kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk setiap 
perusahaan baik BUMN maupun Swasta berbeda. BUMN memiliki aturan dan 
kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh kementerian BUMN yang dalam 
implementasinya disusun sesuai dengan latar belakang masing-masing BUMN 
tersebut. Dilain pihak, pemerintah memberikan peraturan yang bersifat umum 
mengenai pelaksanaan CSR oleh badan usaha, sementara peraturan yang 
mengikat pelaksanaan CSR secara detail oleh badan usaha Swasta dibuat dan 
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ditetapkan sendiri secara internal dan sangat tidak terlepas dari brand equity 
produk yang telah dikeluarkan. 
Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pelaksanaan 
Peraturan mengenai pelaksanaan CSR diantaranya adalah Undang-undang No. 40 
tahun 2007 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas dan Peraturan Menteri 
Negara BUMN No.PER-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha 
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pada UU. No. 
40 tahun 2007 menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha 
yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam. Lebih detail lagi, UU No. 40 
tahun 2007 Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas 
menyebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 
Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Di 
dalam penjelasannya disebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan 
bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, 
komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan 
untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan 
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka 
ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran.” 
Kemudian dalam undang-undang yang sama pasal 74 menyebutkan bahwa 
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan”. Dalam hal kebijakan yang terkait dengan desaian program CSR, 
pemerintah dapat membuat suatu rancangan atau rencana program pembangunan 
nasional yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program CSR oleh 
prusahaan/BUMN. Namun, dalam penentuan kedalaman rencana program 
pembangunan nasional tersebut, perusahaan menilai sekitar 60 persen “perlu” 
adanya desain program CSR pada tingkatan makro, sedangkan 30 persen lainnya 
menilai “tidak perlu” adanya pengaturan secara detail desain program CSR dan 
hanya 10 persen yang menilai “perlu” adanya desain program CSR pada tingkat 
teknis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa desain program CSR tidak 
memerlukan adanya intervensi dari pemerintah secara detail tetapi dapat lebih 
berupa arahan secara makro, karena penyusunan program CSR sudah termasuk 
kepada kewenangan internal perusahaan. 
Dalam upaya badan usaha menyesuaikan program CSR terhadap program 
pembangunan baik nasional maupun daerah, sekitar 90 persen perusahaan 
menilai perlu adanya sinkronisasi kegiatan. Dengan adanya sinkronisasi ini 
diharapkan tidak adanya konflik antara program pembangunan yang telah 
ditetapkan pemerintah dengan program CSR yang sedang/akan dilakukan 
perusahaan, melainkan program pembangunan dan program CSR diharapkan 
dapat sejalan dan saling mendukung.  
 




Terdapat  dua  alternatif  sumber-sumber  pembiayaan  pembangunan  daerah  di Propinsi 
Jawa Barat yaitu   pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR).  Konsep 
“Public-Private Patnership” (PPP) sebagai alternatif penyediaan infrastruktur. Public-
Private Partership dapat digambarkan pada sebuah spektrum dan kemungkinan hubungan 
antara public dan private actors untuk bekerjasama dalam pembangunan. Keuntungan 
yang dapat  diperoleh  pada  hubungan  ini  adalah  inovasi,  kemudahan  keuangan,  
kemampuan teknologi,  kemampuan  pada  pengaturan  efisiensi,  semangat  
enterpreneurship,  yang dikombinasikan  dengan  tanggung  jawab  sosial,  kepedulian  
pada  lingkungan,  dan pengetahuan  budaya  lokal.  Salah  satu  potensi  yang  dapat  
dimanfaatkan  adalah  dengan  mengoptimalkan partisipasi  masyarakat  dunia  usaha  
sebagai  bagian  dari  pemangku  kepentingan (stakeholders) di daerah untuk  terlibat  
lebih aktif dalam mencari solusi atas permasalahan fiskal  daerah.  Peningkatan  
kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta  melalui skema    Corporate  Social  
Responsibility  (CSR)  perlu terus  mendapat  dukungan  dari  semua  pihak  terkait.  
Melihat  karakteristik  ekonomi Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah  yang 
memiliki basis  industri yang relatif kuat, yang ditunjukkan dengan keberadaan jumlah 
industri yang cukup banyak, maka  potensi  dana CSR  yang  bisa  dicapai    cukup  besar. 
 
Berdasarkan  hasil  di  atas  maka  dalam  rangka  mengoptimalkan  alternatif  sumber 
pembiayaan  pembangunan  daerah  diperlukan  langkah-langkah  berikut: (1) Pemetaan 
program CSR berdasarkan wilayah untuk mengetahui hambatan dan potensi daerah dalam 
mengoptimalkan  peran  CSR  dalam  pembiayan  pembangunan  daerah, (2)  Melakukan 
penguatan  kelembagaan  pemerintahan  Desa  melalui  edukasi  dan  pendampingan  
dalam menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dengan memanfaatkan 
berbagai alternatif sumber pembiayaan secara optimal. Hal ini sangat relevan diterapkan 
pada Model Partisipasi Pasif, (3) Membentuk Forum Pelaksana CSR  bagi  kawasan  atau  
daerah  yang sesuai  untuk  diterapkannya  model  Partdisipasi  Aktif, dan (4) Melakukan  
optimalisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diantaranya  melalui  intensifikasi  
penerimaan  pajak  dan  retribusi  serta  pemanfaatan  aset  daerah  dengan  skema  Public  
Private  Partnership  (PPP) untuk  meningkatkan  kemandirian  fiskal  daerah  dalam  
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